





A.  Latar Belakang Masalah 
Pembangunan nasional merupakan rangkaian upaya pembangunan yang 
berkesinambungan yang meliputi segala aspek kehidupan masyarakat, dalam hal 
ini sudah menjadi kewajiban pemerintah melaksanakan tujuan dari bangsa 
Indonesi seperti yang tercantum dalam alenia IV Pembukaan Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) adalah melindungi 
segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan 
umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban 
dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Demi 
terwujudnya tujuan tersebut maka diperlukan adanya pembangunan nasional 
yang dilakukan secara menyeluruh terhadap segala sektor kehidupan yang 
meliputi kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Pembangunan nasional 
dimaksudkan agar dapat membangun masyarakat yang sejahtera, adil, dan 
makmur.  
Pembangunan nasioanal merupakan suatu proses dan kegiatannya 
berlangsung secara berkelanjutan dan terdiri dari beberapa tahap yang bersifat 
independen  dan bersifat tanpa akhir.
1
 Konsep produksi dalam demokrasi 
ekonomi Indonesia, tidak hanya dikerjakan oleh sebagian warga tetapi oleh 
semua warga masyarakat dan hasilnya dibagikan kepada semua anggota 
masyarakat secara adil dan merata. Demokrasi ekonomi ini tersimpul dalam 
Pasal 33 UUD Negara republik Indonesia 1945 (UUD 1945), yaitu: 
Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluaragaan. 
Guna mewujudkan kemandirian ekonomi, pembangunan demokrasi ekonomi 
menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan di dalam pengelolaan 
keuangan negara dan sebagai pelaku utama dalam pembentukkan produksi dan 
distribusi nasional. 
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Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 
dalam pembangunan di bidang ekonomi ditujukan untuk mendorong 
perekonomian Indonesia kearah yang lebih maju, yang mampu menciptakan 
peningkatan kesejahteraan rakyat. Tercapainya peningkatan kesejahteraan rakyat 
ini harus didukung oleh berbagai kondisi penting yang meliputi:  
1.  Terciptanya pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi secara 
berkelanjutan;  
2.  Terciptanya sektor ekonomi yang kokoh; serta  





Pembangunan nasional terhadap kehidupan masyarakat, bangsa dan 
negara yang dimaksud salah satunya dapat dilaksanakan melalui perbankan. 
Menurut ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang 
perbankan (Undang – Undang Perbankan) bahwa: 
Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam 
bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit 
dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat 
banyak. 
Sesuai dengan Pasal tersebut di atas bahwa dunia perbankan memiliki 
peran strategis bagi perekonomian suatu Negara dan berfungsi sebagai 
penghimpun dan penyalur dana kepada masyarakat baik kepada usaha yang 
bersifat kecil, menengah, dan besar. Secara tidak langsung bank ikut serta juga 
dalam memajukan kehidupan ekonomi dan tujuan pembangunan suatu Negara. 
Sejalan dengan perkembangan dan peningkatan pembangunan nasional di 
bidang ekonomi, dapat menekan laju inflasi dengan berusaha menarik uang dari 
peredarannya di masyarakat agar tidak berlebihan sehingga hasil pembangunan 
dan tingkat perekonomian yang telah dicapai tetap dalam batas terkendali. Selain 
itu, bank juga dapat memberikan jasa pada masyarakat yang memerlukan modal 
untuk menunjang dan mengembangkan usahanya dengan cara pemberian kredit. 
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Hal itu didasarkan pada pertambahan jumlah kebutuhan manusia yang 
menyebabkan banyak bank saling berlomba untuk menarik masyarakat guna 
menjadi nasabah sekaligus bank memberikan bermacam alternatif dalam rangka 
meningkatkan taraf hidup rakyat.  
 Berbagai lembaga keuangan yang telah ada, bank merupakan lembaga 
yang melakukan kegiatan perekonomian dengan berbagai fasilitas yang 
diberikannya. Fasilitas yang diberikan dapat dalam bentuk menghimpun dana 
dari masyarakat, menyalurkan dana ke masyarakat dan juga jasa-jasa perbankan 
lainnya. Upaya bank dalam menyalurkan kreditnya maka bank harus bersikap 
bijak dalam memberikan pinjaman atau kredit kepada masyarakat sehingga bank 
harus memperhatikan prinsip – prinsip penyaluran kredit, Prinsip penyaluran 
kredit adalah prinsip kepercayaan, tenggang waktu, degree of risk, resiko, 
prestasi/objek kredit.
3
 perbankan Indonesia mempunyai tujuan yang sangat 
strategis dan tidak hanya berorientasi ekonomis, tetapi juga kepada hal-hal non 
ekonomis seperti masalah stabilitas nasional yang mencangkup antara lain 
stabilitas politik dan stabilitas sosial. Secara lengkap mengenai hal ini diatur 
dalam ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Perbankan yang berbunyi bahwa : 
Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional 
dalam rangka meningkatan pemerataan pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas 
nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.
4
 
Berkaitan dengan upaya peningkatan perekonomian masyarakat, maka 
dilaksanakanlah program-program yang dapat meningkatkan taraf hidup 
masyarakat. Salah satu program tersebut adalah pemberian kredit kepada 
masyarakat sehingga dapat memperkuat permodalan yang nantinya dapat 
meningkatkan taraf hidup masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu mengapa 
saat ini banyak bank yang gencar melakukan berbagai upaya guna menambah 
nasabah mereka, dan salah satu caranya adalah dengan menawarkan berbagai 
pinjaman atau kredit. Pengertian kredit itu sendiri menurut ketentuan Pasal 1 
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angka 11 Undang-undang Perbankan bahwa : 
Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan 
itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan 
pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah 
jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga 
Dari pengertian tersebut, terdapat unsur-unsur pokok kredit yaitu 
,kepercayaan, waktu, resiko dan prestasi. Kepercayaan berarti bahwa setiap 
pelaksanaan kredit dilandasi dengan adanya keyakinan oleh bank bahwa kredit 
tersebut akan dapat dibayar kembali oleh debitor. Waktu disini berarti bahwa 
antara pelepasan kredit oleh bank dan pembayaran kembali oleh debitor tidak 
dilakukan ada waktu yang bersamaan, tetapi dipisahkan oleh tenggang waktu. 
Risiko disini berarti bahwa setiap pelepasan kredit jenis apapun akan terkandung 
risiko di dalamnya, yaitu risiko yang terkandung dalam jangka waktu antara 
pelepasan kredit dan pembayaran kembali. Hal ini berarti semakin panjang 
waktu kredit semakin tinggi risiko kredit tersebut. Prestasi disini berarti bahwa 
setiap kesepakatan terjadi antara bank dan debitor mengenai suatu pemberian 
kredit, maka pada saat itu pula akan terjadi suatu prestasi dan kontra prestasi. 
Kredit berasal dari kata Romawi”Credere”artinya percaya, dalam Bahasa 
Belanda istilahnya vertrouwen, dalam bahasa Inggris Believe atau trust or 
confidence artinya sama yaitu percaya.
5
 Kepercayaan merupakan unsur yang 
penting dalam hubungan manusia dengan masyarakat. Berdasarkan Pasal 3 
Undang-undang Perbankan , fungsi utama bank adalah sebagai penghimpun dan 
penyalur dana masyarakat. Ketentuan tersebut dapat terlihat bahwa fungsi utama 
bank sebagai perantara antara pihak yang memiliki kelebihan dana (surplus of 




Pelaksanaan kehati-hatian dalam penyaluran dana berupa kredit akan 
sangat melindungi nasabah yang mempercayakan kepada pihak bank untuk 
menyimpan dana di bank tersebut. Intinya adalah bahwa bank harus berhati-hati 
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dalam menyalurkan dana yang dihimpun dari masyarakat agar dana tersebut 
terlindungi dan kepercayaan masyarakat kepada bank dapat dipertahankan dan 
ditingkatkan. Mengingat peranannya dalam perekonomian sebagai lembaga 
intermediasi maka meskipun terdapat pembatasan dalam penyediaan dananya, 
bank tetap perlu di dorong untuk mendukung pertumbuhan ekonomi melalui 
langkah-langkah penyaluran dana kepada sektor riil dengan tetap 
memperhatikan prinsip kehati-hatian.
7
 Sebagai salah satu fungsi dalam mencapai 
pembangunan yang berkelanjutan, kredit dapat dikatakan mencapai fungsinya, 
baik bagi debitor dan kreditor maupun masyarakat, apabila secara sosial 
ekonomis membawa pengaruh yang lebih baik.  
Keuangan mikro perbankan merupakan salah satu langkah dari 
keputusan eksekutif dan pendekatan strategis untuk peningkatan kapasitas 
sumber daya manusia dan pengembangan industri sosial lingkungan 
masyarakat.
8
 Pengertian tentang Usaha Mikro menurut Undang-Undang No. 20 
Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UU No 20 Tahun 
2008) dalam Pasal 1 angka 1 yang dimaksud dengan Usaha Mikro 
adalah”Usaha produktif milik perorangan dan/atau Badan Usaha perorangan 
yang memenuhi kriteria”. Usaha mikro sebagaimana diatur dalam UU No 20 
Tahun 2008. Adapun Kriteria dari usaha mikro adalah sebagai berikut : 
a)  Memiliki Kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00 (Lima 
Puluh Juta Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat 
usaha ; atau  
b)  Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00 
(Tiga Ratus Juta Rupiah) 
 
 Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah merupakan salah satu pilar utama 
Nasional yang harus memperoleh kesempatan utama, dukungan, perlindungan, 
dan pengembangan seluas-luasnya sebagai wujud keberpihakan yang tegas 
kepada usaha ekonomi rakyat, tanpa mengabaikan peranan usaha besar. 
Pemberian kredit pada sektor mikro dilihat dari sudut pandang perbankan dapat 
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menimbulkan suatu resiko, Hal ini disebabkan karena penyaluran kredit pada 
usaha mikro dengan nominal yang kecil memungkinkan bank untuk 
memperbanyak jumlah debitor sehingga semakin banyak kredit yang 
disalurkan oleh pihak perbankan , maka akan semakin baik pula bagi 
perkembangan ekonomi dalam upaya peningkatan pembangunan dalam 
berbagai sektor.  
Kredit dalam kehidupan perekonomian sekarang mempunyai fungsi : 
 
a) Meningkatkan daya guna uang. 
b) Meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang. 
c) Meningkatkan daya guna barang. 
d) Meningkatkan peredaran barang 
e) Sebagai alat stabilitas ekonomi. 
f) Meningkatkan kegairahan berusaha 
g) Meningkatkan pemerataan pendapatan 
h)  Meningkatkan hubungan Internasional.9 
 
Kebijakan percepatan pengembangan sektor riil dan pemberdayaan usaha 
mikro, kecil, dan menengah guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional 
di tuangkan oleh pemerintah dalam Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 
6 Tahun 2007. Dalam hal ini pemerintah menunjuk 6 Bank Nasional milik 
pemerintah untuk meluncurkan program kredit usaha rakyat, kredit usaha rakyat 
merupakan kredit program yang disalurkan menggunakan pola penjaminan 
kredit bank bagi pengusaha mikro dan kecil yang tidak mempunyai agunan 
tetapi mempunyai usaha yang layak untuk di biayai bank, selanjutnya program 
tersebut tidak hanya dilakukan oleh bank milik pemerintah saja melainkan 
semua bank swasta juga melaksanakan program tersebut, hal tersebut dapat di 
lihat dari banyaknya bank umum swasta yang membuat program untuk sektor 
mikro dan salah satunya adalah bank Danamon yang di sebut juga Danamon 
Simpan Pinjam. 
Perbankan Self Employed Mass Market (SEMM) Danamon yang juga 
disebut sebagai Danamon Simpan Pinjam diawali ditahun 2004 untuk 
memberikan akses layanan layanan perbankan yang lebih mudah bagi usaha 
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mikro dan berskala kecil. Dalam waktu yang relatif singkat danamon simpan 
pinjam mampu tumbuh dan berkembang dengan jaringan yang sangat luas 
meliputi 700 unit dan mampu melayani 400.000 nasabah di seluruh 
Indonesia.Seiring dengan pesatnya perkembangan sektor ini kemudian pada 
tahun 2007 pihak Danamon meluncurkan produk baru penawaran produk berupa 
pinjaman tanpa agunan dengan akses yang yang mudah, persyaratan yang 
sederhan serta proses yang cepat. 
10
 
Dasar atau landasan bagi bank dalam menyalurkan kreditnya kepada 
nasabah debitor adalah ketentuan dalam Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang 
Perbankan yang mengatur sebagai berikut : 
Pasal 8 ayat (1): 
“Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip syariah, 
Bank umum wajib mempunnyai keyakinan berdasarkan analisis yang 
mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitor 
untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud 
sesuai dengan perjanjikan.” 
Pasal 8 ayat (2): 
“Bank Umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan 
pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang 
ditetapkan oleh Bank Indonesia.” 
 
Pada penelitian ini dititikberatkan pada kredit tanpa agunan yang 
memberikan kemudahan tersendiri bagi para debitor yang mempunyai 
keterbatasan dalam ketentuan atau persyaratan dalam hal collateral (jaminan). 
Keuntungan dari kredit tanpa agunan adalah memberikan kesempatan kepada 
nasabah untuk dapat menikmati fasilitas kredit dana tunai, tanpa menjaminkan 
asset berupa collateral yang mana dana tersebut dapat digunakan sebagai modal 
usaha, renovasi rumah, investasi atau kebutuhan lainnya. Selain itu, suku bunga 
nya juga kompetitif dan nasabah bebas menentukan jangka waktu (tenor) 
pengembaliannya disesuaikan dengan kemampuan angsurannya.Persyaratan 
dalam kredit tanpa agunan pada umumnya mencakup analisis terhadap identitas 
                                                          
10
 www.danamon.co.id diakses 23 Juni 2015, 13.43 
8 
 




Lain halnya kredit dengan agunan, kredit dengan agunan mempunyai 
kendala pada agunan yang dimiliki seseorang dan nilai pasar dari barang yang 
diagunkan tersebut. Seseorang yang hanya mempunyai agunan senilai Rp 300 
juta tidak dimungkinkan memperoleh pinjaman lebih besar dari nilai agunannya, 
dan mereka yang tidak mempunyai harta tetap juga jangan berharap akan 
memperoleh kredit ini. Tidak demikian dengan kredit tanpa agunan yang 
sepertinya tersedia untuk semua orang baik yang mempunyai harta tetap 
maupun yang tidak.
12
 Tidak adanya agunan yang menjamin pinjaman tersebut 
maka keputusan pemberian kredit tanpa agunan adalah berdasarkan pada 
kredibilitas dari pemohon kredit secara pribadi, seperti pekerjaan yang ia 
miliki terkait dengan kemampuan nanti dalam melaksanakan kewajiban 
pembayaran pinjaman, latar belakang yang dimaksud adalah apakah ia dapat 
dipercaya atau tidak, karena perjanjian kredit tanpa agunan ini dapat dikatakan 
adalah perjanjian dengan sistem kepercayaan. Oleh sebab itu nama baik 
seseorang juga termasuk pengganti jaminan yang diberikan bank kepada 
nasabah. 
Pemberian kredit tanpa agunan ini diberikan dengan berbagai tujuan dan 
kegunaan, baik untuk kepentingan konsumtif maupun untuk kepentingan modal 
usaha dan juga keperluan lainnya sesuai dengan kebutuhan debitor. Secara 
umum pemberian kredit ini di berikan dengan persyaratan – persyaratan formal 
tertentu yang tidak melibatkan barang jaminan fisik milik debitor. Kemudahan di 
berikan oleh pihak bank Danamon cabang palur karanganyar kepada masyarakat 
dalam pengajuan kredit tersebut dalam arti tidak dibatasi dalam sektor – sektor 
ekonomi tertentu maupun kelompok tertentu sepanjang calon debitor yang 
bersangkutan telah memenuhi segala ketentuan dan persyaratan.  
Dalam prakteknya kredit tanpa agunan yang diberikan oleh pihak bank 
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tidak selalu sesuai dengan prosedur yang seharusnya dilakukan dalam 
pelaksanaannya. Hal tersebut akan menimbulkan peristiwa atau kejadian diluar 
perkiraan masing-masing pihak baik pemberi kredit (kreditor) maupun pihak 
penerima kredit (debitor) sehingga akan timbul permasalahan atau pelanggaran 
dalam perjanjian kredit tanpa agunan ini. Permasalahan tentang adanya 
wanprestasi antara pihak kreditor maupun debitor ini diatur dalam Pasal 1338 
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang menyatakan bahwa  
Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang 
bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditark 
kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-
alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu 
perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. 
 
Berkaitan dengan prinsip pemberian kredit, pada dasarnya pemberian 
kredit oleh bank kepada nasabah debitor berpedoman pada 2 prinsip, yaitu:
13
  
1.  Prinsip kepercayaan ( Fiduciary Relation Principle ) 
  Pemberian kredit oleh bank kepada nasabah debitor selalu didasarkan 
kepada kepercayaan. Bank mempunyai kepercayaan bahwa kredit yang 
diberikannya bermanfaat bagi nasabah debitor sesuai dengan 
peruntukannya, terutama sekali bank percaya nasabah debitor yang 
bersangkutan mampu melunasi utang kredit beserta bunga dalam jangka 
waktu yang telah ditentukan.  
2.  Prinsip kehati-hatian ( Prudential Principle ) 
  Bank dalam menjalankan kegiatan usahanya, termasuk pemberian 
kredit kepada nasabah debitor harus selalu berpedoman dan menerapkan 
prisip kehati-hatian. Prinsip ini antara lain diwujudkan dalam bentuk 
penerapa secara konsisten berdasarkan itikad baik terhadap semua 
persyaratan dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan 
pemberian kredit oleh bank yang bersangkutan. Terkait dengan hal tersebut 
di atas, maka pelaksanaan pemberian kredit tanpa agunan tersebut harus 
diperlukan prinsip kehati-hatian dan ketelitian dalam proses pemberian 
kredit yang tentunya dapat menimbulkan berbagai macam masalah yang 
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timbul dikemudian hari berkaitan dengan pengembalian kredit yang 
disalurkan tersebut, seiring berjalannya waktu sesudah kredit terealisasikan 
tidak dapat dipungkiri pihak bank atau kreditor akan dihadapkan pada 
permasalahan resiko dimana resiko kredit bermasalah. 
Setiap kredit yang telah disetujui dan disepakati antara pihak kreditor dan 
debitor maka wajib dituangkan dalam perjanjian kredit (akad kredit) secara 
tertulis. Perjanjian ini secara langsung memberi kepastian kepada para pihak 
selama berlangsungnya perjanjian kredit. Pemberian kredit yang diberikan oleh 
bank tentu saja mengandung risiko sehingga dalam pelaksanaannya bank harus 
tetap memperhatikan asas-asas hukum perjanjian dalam perjanjian kredit yang 
sehat dan juga untuk mengurangi resiko yang mungkin timbul dan pihak bank 
juga harus menerapkan prinsip-prinsip dalam pemberian kredit dengan benar 
dalam pelaksanaannya sesuai hasil penilaian tersebut setidaknya bank 
memperoleh keyakinan yang dapat membantunya dalam memberikan kredit 
harus dilakukan oleh pihak bank untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar 
menguntungkan dilakukan dengan Analisis 5C dan 7 P yaitu : 
Character (watak), Capacity (kemampuan), Capital (modal), Collateral 
(Jaminan), Condition (Kondisi Ekonomi), Prinsip 7P yaitu personality 
(Kepribadian), Party (Klasifikasi tertentu), Perpose (tujuan nasabah), 
prospect (penilaian usaha dimasa yang akan datang), payment 
(pengembalian), profitability (keuntungan), protection (perlindungan).
14
  
Pihak bank juga menggunakan prinsip 3 R untuk menganalisa dalam 
proses pemberikan fasilitas kredit tanpa agunan tersebut , prinsip 3 R tersebut 
yaitu”Return (Hasil yang di diperolehi), Repayment (Pembayaran Kembali), Risk 
Bearing Ability (Kemampuan untuk menanggung resiko)”.15 Hal tersebut akan 
lebih memperkuat pihak bank selaku kreditor untuk lebih berhati – hati dalam 
pemberian kredit tanpa agunan tersebut sehingga bank tidak mengalami kerugian 
terhadap angsuran yang macet.  
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Penerapan prinsip kehati-hatian diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang 
Perbankan menyatakan bahwa”Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya 
berasaskan demokrasi, ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-
hatian.”Prinsip kehati-hatian (prudential principle) adalah pedoman dalam 
pengelolaan bank yang wajib dianut guna mewujudkan perbankan yang sehat, 
kuat, dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
Pelaksanaan prinsip kehati-hatian tersebut dapat dilakukan oleh bank dengan 
berbagai cara untuk mendapatkan keyakinan tentang calon debitor, begitu pula 
dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan sudah menjadi standar penilaian setiap 
bank.  
Ketidak hati – hatian dalam pemberian kredit akan menyebabkan kredit 
tersebut menjadi kredit bermasalah atau non performing loan yang merupakan 
resiko yang terkandung dalam setiap pemberian kredit oleh bank , mengenai 
upaya penyelamatan kredit bermasalah dapat dilakukan dengan berpedoman pada 
Surat Edaran Bank Indonesia No. 26/4/BPPP tanggal 29 Mei 1993 yang pada 
prinsipnya mengatur penyelamatan kredit bermasalah sebelum diselesaikan 
melalui lembaga hukum yaitu melalui alternatif tersebut maka bank 
menggunakan prinsip 3 R yaitu : 
a)  Rescheduling (penjadwalan kembali) 
b)  Reconditioning (persyaratan kembali) 
c)  Restructuring (penataan kembali) penangganan tersebut dapat melalui 




 Sehubungan dengan masalah jaminan dalam dunia perbankan dewasa ini 
telah berkembang adanya pemberian kredit tanpa agunan. Pemberian kredit 
tanpa agunan ini diberikan dengan berbagai tujuan dan kegunaan,baik untuk 
kepentingan konsumtif maupun untuk kepentingan modal usaha dan juga 
keperluan lainnya sesuai dengan kebutuhan debitor. Secara umum pemberian 
kredit ini di berikan dengan persyaratan – persyaratan formal tertentu yang tidak 
melibatkan barang jaminan fisik milik debitor, Tidak adanya jaminan yang 
menjamin pinjaman tersebut maka keputusan pemberian kredit semata karena 
kepercayaan dan didukung oleh riwayat kredit dari pemohon kredit secara 
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pribadi atau arti kata lain bahwa kemampuan melaksanakan kewajiban 
pembayaran kembali pinjaman merupakan pengganti jaminan karena hal 
tersebut sudah merupakan hak daripada pihak kreditor untuk menerima 
pembayaran sampai dengan lunas sesuai perjanjian. Pelaksanaan pemberian 
kredit harus diperlukan prinsip kehati-hatian dan ketelitian dalam proses 
pemberian kredit tanpa agunan ini yang tentunya dapat menimbulkan berbagai 
macam masalah yang timbul dikemudian hari berkaitan dengan pengembalian 
kredit yang disalurkan tersebut.  
Seiring dengan berjalannya waktu sesudah kredit terealisasikan tidak 
dapat dipungkiri bank akan dihadapkan pada permasalahan resiko kredit 
bermasalah yang pada prakteknya banyak sekali terjadi kredit macet dengan 
berbagai latar belakang faktor yang beragam sementara pada kredit tanpa agunan 
tidak ada jaminan berupa barang yang tentu saja pihak bank akan mengalami 
kesulitan dalam penyelesaiannya. Perkembangan penyaluran kredit tanpa agunan 
yang tidak mewajibkan pihak debitor untuk menyerahkan agunan kepada 
kreditor, maka perlu di telusuri lebih dalam efektivitas dan efisiensi dalam 
pelaksanaannya. Keberhasilan maupun kegagalan produk pinjaman tersebut baik 
saat sekarang maupun masa yang akan datang, hal ini akan memberikan dampak 
kepada pihak perbankan untuk mengembalikan dana dari masyarakat tersebut 
yang dipercayakan kepada bank tersebut, sehingga akan mempengaruhi 
keberhasilan dunia perbankan di Indonesia. 
Sebagai bahan penunjang penelitian maka penulis berusaha mencari 
penelitian yang sejenis sehingga dapat dipakai sebagai referensi dalam dalam 
penelitian. Penulis menemukan penelitian sejenis mengenai prinsip kehati-hatian 
dengan permasalahan yang berbeda. Penelitian sejenis tersebut antara lain: 
1.  Tesis program studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro dengan 
judul”Prinsip Kehati-hatian dalam Perjanjian Kredit Bank (Studi Kasus 
pada Bank Central Asia Cabang Cilegon)”yang ditulis oleh Dwi Santi 
Wulandari pada tahun 2009. Dalam penelitian tersebut menitikberatkan 
tentang pelaksanaan prinsip kehati-hatian yang diaplikasikan dalam 
perjanjian kredit oleh bank BCA Cabang Cilegon propinsi Banten 
mencakup penilaian kualitas aktiva yang diaplikasikan dengan penilaian 5 
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C, pembentukan satuan kerja penyelamatan kredit, dan adanya pasal dispure 
settlement clause, (d) sistem informasi debitur yang diaplikasikan dengan 
kelengkapan identitas debitor dan adanya pasal representative and 
warranties clause, dan (e) dan penerapan prinsip mengenal nasabah yang 
diaplikasikan dengan UKPN dan adanya pasal representation and 
warranties clause dan negative clause. 
2.  Tesis Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta dengan judul  
“Analisis Yuridis Kebijakan Bank Indonesia Mengenai Prinsip Kehati-
Hatian dalam Pemberian Kredit Perbankan” yang ditulis oleh Inggar 
Widiyarto pada tahun 2008.  Kebijakan BI mengenai prinsip kehati-hatian 
dalam kredit perbankan,dikeluarkan dalam bentuk PBI No. 5/8/PBI/2003 
dan SEBI No. 5/21/DPNP Tahun 2003. Substansi yang terkandung di dalam 
peraturan tersebut belum sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Undang-
Undang yang dikaji menggunakan teori hukum dari Hans Kelsen, mengenai 
Stufen Theory. Prinsip kehati-hatian menjadi pedoman dalam setiap aktifitas 
perbankan; pemberian kredit perbankan dilaksanakan dengan memegang 
prinsip kehati-hatian; adanya penetapan limit kredit; dan kewajiban bagi 
bank untuk melaksanakan prinsip kehati-hatian, sebagai bagian 
mewujudkan good corporate governance. 
3.  Tesis program studi Magister kenotariatan Fakultas Hukum Universitas 
Sumatera Utara, dengan judul “Analisis yuridis terhadap pemberian kredit 
wirausaha tanpa agunan pada PT. Bank Artha Graha Internasional, Tbk 
Cabang Medan “ yang ditulis oleh patricia imelda hutabarat pada tahun 
2008. Dalam penelitian tersebut menitikberatkan tentang Pemberian kredit 
tanpa agunan wirausaha tanpa agunan Kredit tanpa agunan dapat diberikan 
kepada masyarakat berdasarkan Pasal 8 jo Pasal 15 Undang-Undang Nomor 
10 tahun 1998 tentang Perbankan. Kedua pasal tersebut menyebutkan 
bahwa kepercayaan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah debitur 
merupakan faktor yang penting dalam pemberian kredit. Agunan adalah 
unsur pendukung, bukan merupakan unsur utama dalam pemberian kredit 
Berdasarkan ketiga penelitian yang telah dilakukan penelitian 
sebelumnya di atas meski sama-sama mengangkat tema tentang prinsip 
14 
 
kehati-hatian namun terdapat perbedaan kajian dalam penelitian yang akan 
penulis lakukan. Penelitian ini akan menitikberatkan tentang pelaksanaan 
prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit tanpa agunan yang mempunyai 
resiko lebih besar pada pihak bank selaku kreditor oleh karena itu 
pelaksanaan regulasi secara umum yang terkait prinsip kehati-hatian dan juga 
adanya pengorganisasian perkreditan dalam analisis  akan menjadi acuan 
dalam menilai kemampuan calon debitor sehingga dapat meminimalisir 
kerugian pada pihak bank. Faktor penting lainnya dalam melakukan 
penelitian ini penulis akan lebih mengkaji tentang proses pelaksanaan prinsip 
kehati-hatian dalam pemberian kredit tanpa agunan di Bank Danamon Unit 
Palur dan permasalahan yang ditimbulkan serta penyelesaiannya dan 
bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi pihak bank selaku kreditor 
dengan adanya pemberian kredit tanpa agunan. 
Berdasarkan uraian tersebut diatas maka penulis tertarik untuk 
melakukan penelitian dengan judul”Pelaksanaan Prinsip Kehati-hatian Dalam 
Pemberian Kredit Tanpa Agunan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 
Tahun 1998 Tentang Perbankan Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 7 
Tahun 1992 Tentang Perbankan”(Studi di Bank Danamon Simpan Pinjam 
Unit Palur Karanganyar). Dari judul tersebut penulis memperoleh beberapa 
gambaran permasalahan yang dijadikan penulis untuk diteliti. Gambaran 
permasalahan tersebut akan dirumuskan ke dalam perumusan masalah. 
 
B.  Perumusan Masalah  
Berdasarkan Uraian latar belakang masalah tersebut diatas, maka 
permasalahan dalam penelitian tersebut diatas dapat dirumuskan sebagai berikut:  
1. Apa saja bentuk-bentuk pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam pemberian 
fasilitas kredit tanpa agunan di Bank Danamon Simpan Pinjam Unit Palur 
Karanganyar ? 
2. Apa saja permasalahan yang timbulkan dari fasilitas kredit tanpa agunan 
tersebut dan bagaimana pihak bank dalam melakukan penyelesaiannya?  
3. Bagaimana Perlindungan Hukum terhadap Bank selaku kreditor atas 




C.  Tujuan Penelitian 
Tujuan dalam penelitian ini mencangkup tujuan objektif dan tujuan 
subyektif sebagai berikut :  
1.  Tujuan Objektif 
a. Untuk mengetahui dan menganalisa pelaksanaan prinsip kehati-hatian 
dalam pemberian kredit tanpa agunan di Bank Danamon Simpan 
Pinjam Unit Palur Karanganyar ? 
b. Untuk mengetahui  faktor – faktor yang menyebabkan timbulnya 
permasalahan dari kredit tanpa agunan tersebut dan bagaimana 
penyelesaian yang dilakukan oleh pihak bank atas permasalahan 
tersebut? 
c. Untuk Mengetahui bentuk perlindungan Hukum terhadap Bank selaku 
kreditor atas perjanjian kredit tanpa agunan ? 
2.  Tujuan Subjektif 
a. Menambah pengetahuan dan pemahaman penulis dalam penelitian 
hukum di bidang Perdata pada khususnya di bidang hukum Perbankan 
mengenai prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit tanpa agunan 
berdasarkan Undang-undang Perbankan. 
b.  Memperoleh data dan informasi sebagai bahan utama penyusunan 
penulisan hukum agar dapat memenuhi syarat untuk memperoleh gelar 
Magister Kenotariatan pada Magister Kenotariatan Univesitas Sebelas 
Maret Surakarta. 
 
D.  Manfaat Penelitian 
Manfaat penelitian menyangkut manfaat teoritis maupun praktis. Berikut 
ini adalah manfaat yang diharapkan oleh penulis dari penulisan hukum ini : 
1.  Manfaat Teoritis 
a.  Dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu 
pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum perbankan pada 
khususnya. 
b. Diharapkan dapat memperkaya referensi dan litelatur dalam dunia 
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kepustakaan tentang prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit 
dalam dunia perbankan dan hukum perbankan pada program 
kenotariatan. 
c.  Dapat dipakai sebagai acuan terhadap penulisan maupun penelitian 
sejenis untuk tahap selanjutnya. 
2.  Manfaat Praktis 
a.  Memberikan masukan dan sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak yang 
berkepentingan mengenai prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit 
tanpa agunan berdasarkan undang-undang perbankan. 
b.  Dapat memberikan jawaban atas rumusan masalah yang sedang diteliti 
oleh penulis dalam penelitian ini. 
